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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tindak pidana
pencucian uang dalam perkara korupsi dan untuk mengetahui status hukum
terhadap pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga diperoleh dari korupsi.
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian
hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum
yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan
lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.
Hasil penelitian Kedudukan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang di
Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang. Setahun kemudian mengalami perubahan menjadi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dirasa
masih belum optimal, masih terdapat ruang yang menimbulkan penafsiran yang
berbeda-beda, serta kurang tepatnya pemberian sanksi dan alasan lainnya, sehingga
perlu disusun Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan nasional yang
berstandar internasional. Pada tahun 2010 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya.
Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan
mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal dantindak pidana lain-lain yang
diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Ketentuan mengenai status hukum
terhadap pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga diperoleh dari korupsi
di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang
Pemberantasan Korupsi), dimana terdapat dua cara perampasan asset hasil tindak
pidana korupsi, yakni perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui
jalur gugatan perdata. Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-
Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur mengenai status hukum pembalikan
beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat
(4) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dalam hal terdakwa tidak dapat
membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan pengahasilannya atau
sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk
memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak



pidana korupsi. Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang
Pemberantasan Korupsi ini hanya dapat dilakukan dalam proses perkara pidana dan
dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.
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ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of the crime of money
laundering in corruption cases and to determine the legal status of the evidence
against assets allegedly obtained from corruption. The type of research in writing
this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research
using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials
and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature,
which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules.
The results of the study The legal position of the crime of money laundering in
Indonesia begins with Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money
Laundering. A year later it was changed to Law Number 25 of 2003 concerning
Amendments to Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money
Laundering. Because it is felt that it is still not optimal, there is still room for
different interpretations, as well as the lack of precise sanctions and other reasons,
SO it is necessary to draw up a law to meet national interests with international
standards. In 2010 Law No. 8 of 2010 was issued concerning the Prevention and
Eradication of the Crime of Money Laundering which contained several
improvements from the previous Law. The improvement referred to is to regulate
in more detail the crime of laundering and regulate 25 (twenty five) predicate crimes
and other criminal acts which are punishable by imprisonment of four years or
more. Provisions regarding the legal status of proof of assets suspected of being
obtained from corruption in Indonesia are regulated in Law Number 31 of 1999
concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law
Number 20 of 2001 (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Law). ,
where there are two ways of confiscation of assets resulting from criminal acts of
corruption, namely confiscation through criminal channels and confiscation
through civil lawsuits. The confiscation of assets through criminal means according
to the Corruption Eradication Law regulates the legal status of reversing the burden
of proof for the acquisition of assets. Based on Article 37 Paragraph (4) of the
Corruption Eradication Law, in the event that the defendant cannot prove that the
wealth is not balanced with his income or the source of his wealth, then this
information can be used to strengthen the existing evidence that the defendant has
committed a criminal act of corruption. The provisions for reversing the burden of
proof in the Corruption Eradication Law can only be carried out in the criminal case
process and are linked to the criminal process itself.
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PENDAHULUAN

Penyitaan aset tersangka
korupsi dalam rangka pemulihan
kerugian negara dan memberikan
efek jera terhadap pelaku, sangat
penting dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan  korupsi, sehingga
diharapkan kedepannya tidak akan
muncul tindak pidana serupa. Dalam
proses penyidikan perkara tindak
pidana korupsi terhadap tersangka
yang disangka pula melakukan tindak
pidana pencucian uang, telah banyak
kasus dimana aset atau harta
kekayaan tersangka disita oleh
penyidik KPK, Kejaksaan maupun
Kepolisian. Dalam konteks penerapan
UU TPPU penyitaan atau perampasan
aset seharusnya hanya diterapkan
pada pelaku pidana korporasi, seperti
diatur Pasal 7 ayat (2), sedangkan
pada Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan
Pasal 81 UU TPPU diaturapabila
pelaku adalah perorangan maka
penyitaan, atau perampasan aset
hanya dijatuhkan pada terdakwa yang
telah meninggal sebelum dijatuhkan

putusan. Namun apabila tindak

pidana  pencucian uang yang
dilakukan merupakan hasil dari
tindak  pidana  korupsi, maka
pengadilan perlu menjatuhkan pidana
tambahan berupa perampasan harta
benda dari terdakwa yang merupakan
hasil dari korupsi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 dan 18 UU Tipikor.
METODE PENELITIAN

Dalam  melakukan  suatu
penelitian  ilmiah  jelas  harus
menggunakan metode sebagai ciri
khas keilmuan. Metode mengandung
makna sebagai cara  mencari
informasi dengan terencana dan
sistimatis. Langkah-langkah yang
diambil harus jelas serta ada batasan-
batasan yang tegas guna menghindari
terjadinya penafsiran yang terlalu
luas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian yang berfokus pada
norma dan penelitian ini memerlukan
bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986,
Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.
Rajawali), hal. 27



Sedangkan sifat penelitian

yang penulis pergunakan adalah
penelitian yang bersifat deskriktif
analitis dalam pengertian semua
bahan hukum yang penulis dapatkan
akan digambarkan dan diuraikan

kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer, vyaitu

bahan hukum yang mempu

nyai kekuatan mengikat, yaitu
berupa peraturan perundang-
undangan sepertii:?

1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia 1945;

2) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang
Kitab  Undang-undang
Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

4) Undang-Undang RI No. 20
Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun

1999 Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
5) Undang-Undang RI No.
8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Bahan hukum sekunder adalah
yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer,
meliputi buku, hasil penelitian,
pendapat hukum, dokumen-
dokumen lain yang ada
relefansinya dengan masalah
yang diteliti.
Bahan hukum tersier adalah
bahan hukum penunjang yang
memberikan  petunjuk  dan
pengertian  terhadap  bahan
hukum primer dan sekunder,
meliputi  kamus-kamus hukum
atau kamus bahasa lain.
4. Teknik
Bahan Hukum.

Pengumpulan

Untuk menjawab permasalahan yang
ada Peneliti melakukan pengumpulan

bahan hukum melalui studi dokumen

2Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti
an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hal. 116



(studi kepustakaan) meliputi bahan
hukum  primer, bahan  hukum
sekunder dan bahan hukum tersier
yakni dengan cara melakukan
inventarisasi dan identifikasi terhadap
sejumlah  peraturan  perundang-
undangan, dokumen hukum, catatan
hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan
bahan bacaan/literatur yang berasal
dari ilmu pengetahuan hukum dalam
bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil
penelitian yang ada kaitannya dengan
penelitian yang diangkat.
PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Tindak

Pidana Pencucian Uang Dalam

Perkara Korupsi

Tindak pidana korupsi di
Indonesia hingga saat ini masih
menjadi  salah satu  penyebab
terpuruknya sistem perekonomian di
Indonesia yang terjadi secara sistemik
dan meluas sehingga bukan saja
merugikan kondisi keuangan negara
atau perekonomian negara, tetapi juga
telah melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas.
Oleh karenanya, tidak salah dan
berlebihan apabila dikatakan bahwa
fenomena maraknya tindak pidana

korupsi yang terjadi di Indonesia

sudah menjadi penyakit yang kronis
dan sulit untuk disembuhkan.

Upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia telah
dilakukan selama lebih dari 60 tahun,
baik pada era orde lama, orde baru,
maupun reformasi, serta era baru
pemerintahan saat ini. Namun
demikian, segala daya dan upaya
yang telah dilakukan oleh pemerintah
dan seluruh lapisan masyarakat dalam
menanggunlangi  tindak  pidana
korupsi belum menunjukkan hasil
yang diharapkan.

Tindak pidana korupsi
dikategorikan extra ordinary crime
(kejahatan luar biasa) karena dampak
yang ditimbulkannya memang luar
biasa, tindak pidana korupsi yang
selama ini terjadi secara sistemik dan
meluas, tidak hanya merugikan
keuangan  negara, = mengganggu
stabilitas dan keamanan masyarakat,
serta melemahkan nilai-nilai
demokrasi, etika, keadilan dan
kepastian hukum sehingga dapat
membahayakan kelangsungan

pembangunan, tetapi juga telah



melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas.?
B. Status Hukum  Terhadap
Pembuktian Terhadap Harta
Kekayaan  Yang Diduga

Diperoleh Dari Korupsi

Tindak pidana dengan motif
ekonomi yang awalnya bersifat
konvensional  seperti  pencurian,
penipuan dan penggelapan, Kini
berkembang  menjadi  semakin
kompleks karena melibatkan pelaku
yang terpelajar dan seringkali bersifat
transnasional atau lintas negara. Jenis
kejahatan ini selain menghasilkan
banyak harta kekayaan sekaligus juga
melibatkan banyak dana untuk
membiayai peralatan-peralatan,
sarana  dan  prasarana  yang
mendukung  pelaksanaan  tindak
pidana tersebut. Dengan kompleksitas
seperti ini maka penanganan tindak
pidana menjadi semakin rumit dan
sulit untuk ditangani oleh penegak
hukum. Seperti yang sudah Kkita
pahami, tujuan utama para pelaku
tindak pidana dengan motif ekonomi

adalah untuk mendapatkan harta

kekayaan yang sebanyak-banyaknya.
Secara logika, harta kekayaan bagi
pelaku kejahatan merupakan darah
yang menghidupi tindak pidana,
sehingga cara yang paling efektif
untuk melakukan pemberantasan dan
pencegahan terhadap tindak pidana
dengan motif ekonomi adalah dengan
membunuh kehidupan dari kejahatan
dengan cara merampas hasil dan
intrumen tindak pidana tersebut.
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Tindak pidana pencucian uang
merupakan kejahatan dengan
karakteristik khusus dan juga
merupakan titik tolak dari
pemberantasan kejahatan
ekonomi bukan saja dengan
memberantas kejahatan
asalnya tetapi juga memburu
hasil  kejahatan  tersebut
dengan penerapan ketentuan
anti pencucian uang, bukan
saja pelaku kejahatan asalnya
tertangkap tetapi juga ke mana
aliran dana hasil kejahatannya

terungkap, dengan penerapan

3 Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak
Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, him.
175-176.



ketentuan anti pencucian uang
menyertai  kejahatan  asal.
Pencucian uang dapat
dimaknai sebagai penggunaan
uang Yyang dihasilkan dari
kegiatan ilegal atau
bertentangan dengan hukum
dengan cara pelaku
merahasiakan identitasnya
serta menyembunyikan asal-
usul uang tersebut.
Selanjutnya pelaku
mengubahuang menjadi aset-
aset yang tampak datang atau
berasal dari sumber yang sah
secara hukum. Pelaku
kejahatan menyembunyikan
hasil kejahatan dalam sistem
keuangan atau dalam berbagai
bentuk upaya lainnya.
Tindakan menyembunyikan
hasil kejahatan atau dana-dana
yang diperoleh dari tindak
pidana dimaksudkan untuk
mengaburkan asal usul harta
kekayaan. Praktek pencucian
uang  merupakan tindak
pidana yang amat sulit
dibuktikan, karena
kegiatannya  yang  amat

kompleks dan beragam, akan

tetapi para pakar telah berhasil
menggolongkan proses
pencuci uang ini ke dalam tiga
tahap yang masing-masing
berdiri sendiri tetapi
seringkali  juga dilakukan
secara bersama-sama yaitu
dengan caraplacement,
layering dan integration.
Keduduksn hukum mengenai
tindak pidana pencucian uang
di Indonesia diawali dengan
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian  Uang.
Setahun kemudian mengalami
perubahan menjadi Undang-
Undang Nomor 25 Tahun
2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian  Uang.
Karena dirasa masih belum
optimal, masih terdapat ruang
yang menimbulkan penafsiran
yang berbeda-beda, serta
kurang tepatnya pemberian
sanksi dan alasan lainnya,
sehingga  perlu  disusun
Undang-Undang untuk

memenubhi kepentingan



nasional yang berstandar
internasional. Pada tahun
2010 dikeluarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang  Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang berisi
perbaikan beberapa hal dari
Undang-Undang sebelumnya.
Perbaikan yang dimaksud
adalah mengatur lebih rinci
tindak pidana pencucian dan
mengatur 25 (dua puluh lima)
tindak pidana asal dantindak
pidana lain-lain yang diancam
pidana penjara empat tahun
atau lebih.

Kerugian keuangan negara
yang besar akibat dari tindak
pidana  korupsi  tersebut
menunjukan  bahwa telah
terjadi perampasan hak-hak
social dan ekonomi
masyarakat  secara  luas,
sehingga  tindak  pidana
korupsi tidak dapat lagi
digolongkan sebagai
kejahatan biasa (ordinary-
crimes) melainkan  telah
menjadi kejahatan luar biasa

(extra-ordinary crimes),

sehingga  dalam upaya
pemberantasannya perlu
dilakukan dengan cara-cara
yang luar biasa (extra-
ordinary  measures)  dan
dengan menggunakan
instrument-instrumen hukum
yang luar biasa pula.
Berkaitan dengan hal tersebut,
Indonesia dalam menangani
kasuskasus korupsi selama ini
cenderung  mengutamakan
cara melalui jalur pidana yang
lebih berfokus pada
penghukuman terhadap
pelaku tindak pidana korupsi
daripada pengembalian aset
atau  keuangan  negara.
Namun, kenyataannya, jalur
pidana tidak cukup efektif
untuk mencegah,
memberantas, dan
mengurangi jumlah tindak
pidana korupsi. Pengembalian
keuangan atau asset negara
hasil tindak pidana korupsi
terasa sulit dilakukan karena
pada umumnya tindak pidana
korupsi dilakukan dengan
cara-cara yang sangat rahasia,

terselubung, dan melibatkan



banyak pihak dengan
solidaritas yang kuat untuk
menutupi perbuatan tersebut.
Hasil tindak pidana korupsi
yang tetap berada pada
penguasaan  pelaku  akan
memberikan peluang kepada
pelaku atau orang lain yang
memiliki keterkaitan dengan
pelaku untuk menikmati hasil
dari tindak pidana korupsi
tersebut. Lebih lanjut, hasil
dan isntrumen tindak pidana
korupsi acap kali
dipergunakan kembali oleh
pelaku untuk
mengembangkan tindak
pidana korupsi yang pernah
dilakukannya. Ketentuan
mengenai  status  hukum
perampasan aset hasil tindak
pidana korupsi yang berlaku
di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 20 Tahun
2001 (selanjutnya disebut
Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi),
dimana terdapat dua cara
perampasan asset hasil tindak
pidana korupsi, yakni
perampasan melalui  jalur
pidana dan  perampasan
melalui jalur gugatan perdata.
Perampasan aset melalui jalur
pidana menurut  Undang-
Undang Pemberantasan
Korupsi ini mengatur
mengenai  status  hukum
pembalikan beban
pembuktian terhadap
perolehan harta kekayaan.
Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4)
Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi,
dalam hal terdakwa tidak
dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak
seimbang dengan
pengahasilannya atau sumber
perolehan kekayaannya maka
keterangan tersebut dapat
digunakan untuk memperkuat
alat bukti yang sudah ada
bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana
korupsi. Ketentuan

pembalikan beban



pembuktian dalam Undang-
Undang Pemberantasan
Korupsi ini  hanya dapat
dilakukan  dalam  proses
perkara pidana dan dikaitkan

dengan proses pidana itu

dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, akan
tetapi perlunya perubahan
dalam undang-undang
iniyang mana memperluas

dan mengkhususkan lagi

sendiri. terkait dengan pembuktian
B. Saran terhadap harta kekaraan dari
1. Kedudukan hukum terkait korupsi.
dengan tindak pidana DAFTAR PUSTAKA
pencucian uang sudah diatur Amin Widjaja Tunggal. Pencegahan

dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, akan
tetapi masih banyak yang
perlu  diperbaiki  dalam
undang-undang ini  yang
mana kedepan harapannya
adanya perubahan terhadap
undang-undang ini.

. Status hukum pembuktian
Terhadap Harta Kekayaan
Yang Diduga Diperoleh Dari
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